
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkal II dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangf 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 
ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2017-2022; 
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Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pcrencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur Nomor 0070); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E 
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 1 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores 
Timur Nomor 0068); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Nomor 0033)l 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur. 
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten Flores Timur. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daera dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
yang selanjutnya disebut RP,JM Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahunan 
periode 2015-2019. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Nusa 
Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 5 (lima) tahunan 
periode 2013-2018. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores 
Timur yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Flores Timur 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua 
puluh) tahunan periode 2005-2025f 
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BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 2 
(1) RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 201 7. 
(2) RPJMD, memuat: 

a. pendahuluan; 
b. gambaran umum kondisi daerah; f 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores 
Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan 
periode 2017-2022. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan 
desa untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan 
pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum 
dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahaan disertai 
dengan rencana kerja. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mencapai tujuan. 

19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Daerah untuk mencapai tujuan. 

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan. 

21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 

23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah. 



Pasal 7 
RPJMD menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM 
Desa. f 

Pasal6 
( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam kebijakan 

pengalokasian anggaran. 

(2) Kepala PD melaksanakan program RPJMD dalam bentuk Renstra PD. 

Pasal 5 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. 
(2) Tata car a pengendaHan dan evaluasi RP.JMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

Pasal4 
RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra-PD dan 
sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan selarna kurun waktu 
Tahun 2017-2022. 

Pasal 3 
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan 
pernbangunan di Daerah. 

c. gambaran keuangan daerah; 
d. perrnasalahan dan isu strategis daerah; 
e. visi, rnisi, tujuan dan sasaran; 
f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; 
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat 

daerah; 
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
1. penutup, 

(3) RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalarn 
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 



Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan 
berdasarkan peran dan kewenangan masing-rnasing dengan 
mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan 
daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki dan dinamika 
perkembangan daerah dan nasional. 

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah 
harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan yang 
memuat antara lain visi, misi dan program Bupati terpilih yang harus 
selaras dengan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi. 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
maka RPJMD disusun dengan mekanisme pembahasan dalam 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan 
unsur masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak 
Legislatif yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. Secara subtantif RPJMD, memuat: 
a. pendahuluan; 
b. gambaran umum kondisi daerah; 
c. gambaran keuangan daerah; 
d. permasalahan dan isu strategis daerah; 
e. visi, misi, tujuan dan sasaran; 
f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; 
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat 

daerah; 
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

i. penutup.t 

I. UMUM. 
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FLORES TIMUR TAHUN 2017-2022 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR \O TAHUN 2017 

PENJELASAN 

ATAS 



II. PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Cukup jelas. 
Pasal3 

Cukup jelas. 
Pasal4 

Cukup jelas. 
Pasal5 

Cukup jelas. 
Pasal6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
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